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ABSTRAK 

IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN KABIJPATEN LAY AK ANAK DALAM 
IJPA Y A PENURUNAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK 

DI BANGKA TENGAH 

Susanti 
santisuparhun@gmail.com 

Program Pasca SaJjana 
Universitas Terbuka 

Tindakan kekerasan seksual pada anak memiliki tingk:at yang cukup tinggi 
di Indonesia, sehingga tak jarang yang menjadi korban dalam kasus kriminalitas 
tersebut adalah anak-anak yang usianya masih dibawah umur. Fenomena tersebut, 
terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hampir diseluruh wilayah 
Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetjadi tindak 
kejahatan seksual terhadap anak. Khususnya di Kabupaten Bangka Tengah, tindak 
kekerasan seksual pada anak terjadi setiap tahunnya. Oleh karena itu Kabupaten 
Bangka Tengah mengeluarkan kebijakan kabupaten Iayak anak dengan tujuan 
untuk menunmkan serta mencegah teljadinya tindak kekerasan seksual pada anak. 

Berdasarkan pennasalahan tersehut. tujuan dilakukannya penelitian ini 
adalah menganaJisis implementasi kebijakan kabupaten Iayak: anak dalam upaya 
penurunan tingkat kekerasan seksual pada anak di Bangka Tengah dan 
menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan 
kabupaten layak: anak dalam upaya penurunan tingkat kekerasan seksual pada 
anak di Bangk:a Tengah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan 
metode deskriptif. Teknik pengwnpulan data dilakukan dengan cara observasi, 
wawancara dan dokumentasi serta analisis data dilakukan secara deskriptip. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kabupaten 
layak anak di Kabupaten Bangka Tengah belum dilaksanakan dengan baik. Selain 
itu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kabupaten layak 
anak adalah komunikasi implementor (para pelaksana kebijakan) dengan target group 
(sasaran kebijakan) masih sulit dilakukan, sumber daya implementor (para pelaksana 
kebijakan) masih kurang, anggaran yang masih minim, belum adanya SOP (standar 
operational prosedur) yang jelas terkait dengan teknis pengaduan masyarakat, hadimya 
teknologi infonnasi yang banyak disalahgunakan oleh anak-aoak dan kurangnya 
kepedulian orang tua dalam menjaga dan mengawasi anak-anaknya daJam pergaulan di 
lingkungan sekitarnya. 

Saran dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak 
harus menyentuh di semua lini terutama lini yang terbawah yang ada di desa-desa, 
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah harus menyediakan sarana dan prasarana yang 
memadai terutama penyediaan tempat ataupun sarana pengaduan yangjelas, menyiapkan 
sumber daya manusia yang berkompeten dan memi!iki integritas yang tinggi, adanya 
dukungan dari sisi anggaran, dan adanya SOP (standar operational prosedur) yang jelas 
serta melakukan sosialisasi secara rutin dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. 

Kata Kunci : implementasi, kebijakan, kekerasan, seksual, anak. 
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ABSTRACT 

DISTRICT POLICY IMPLEMENTATION WORT!l IN AN 
AITEMPT DECREASE SEXUAL VIOLENCE ON CHILDREN 

IN CENTRAL BANGKA 

SUS ANTI 
santisuparhun@gmail.com 

Postgraduate Program 
Open University 

The Act of sexual assault on children has a fairly high level in Indonesia, 
so often victims in cases of criminality is the children who are still undemge. The 
phenomenon occurs in the Propensi Islands of Bangka 
Belitung. Almost throughout the territory of the district/city that is in 
the Propensi Islands of Bangka Belitung occurs in 
sexual crimes against children. Particularly in Central Bangka Regency, acts of 
sexual violence in children occur annually. Therefore the Central Bangka Regency 
issued a policy worth country children with the goal to lower and prevent the 
occurrence of acts of sexual violence on children. 

Based on these problems, the purpose of this research is doing is analyzing 
policy implementation worth country children in an attempt to decrease the rate of 
sexual assauks on children in Central Bangka and analyze any factors that 
influencing policy implementation worth country children in an attempt to 
decrease the rate of sexual assaults on children in Central Bangka. This research 
uses qualitative research design with a descriptive method. The technique of data 
collection is doe by way of observation, interview and do cumentation as well as 
the data analysis done for descriptive. 

The results showed that the district's policy implementation worth child in 
Central Bangk.a Regency not yet implemented properly. Besides the factors that 
affect the implementation of the policy of the district deserve children is 
communication implementor (implementing the policy) with the target group (the 
policy objectives) is still hard to do, the implementor resources (the executor 
policy) is still lacking, the budget is still minimal, yet the existence of a SOP 
(standard operational procedures) are clearly related to the technical public 
complaints, the presence of infonnation technology that is widely abused by 
children and lack of concern for people old in watches over his children in the 
community around them. 

Suggestions in this study was the implementation of the policy of the 
district deserve the child should touch in every line, especially the lowest line in 
the villages. Central Bangka Regency Governments should provide adequate 
facilities and infrastructure especially the provision of place or means of 
complaint clear, providing human resources competent and high integrity, support 
of side of the budget, and the existence of SOPS (standard operational procedures) 
are clear and make socializing routinely with community leaders and religious 
figures. 

Keywords- implementation, policy, violent, sexual, child 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Tengah 

Kabupaten Bangka Tengah dibentuk pada tanggal 25 Februari 2003 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat 

dan Kabupaten Belitung Timor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah 

Kabupaten Bangka Tengah terletak di pulau Bangka dengan luas lebih kurang 

2.279,11 Km2 atau 227.911,33 ha, yang terbagi menjadi 6 kecamatan yaitu terdiri 

dari Kecamatan Koba, Kecamatan Pangkalanbaru, Kecamatan sungaiselan, 

Kecamatan Simpang Katis, Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar. 

Adapun jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah berjumlah 56 

desa dan 7 kelurahan. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun masih kisaran 

3 - 4 % pertahun sehingga jumlah penduduk makin lama makin bertambah. 

Seiring dengan pertambahan penduduk bertambah pula tingkat pelayanan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, oleh karena itu diperlukan sarana pelayanan 

masyarakat seperti sekolah, balai kesehatan (pustu, puskesmas dan rumah sakit), 

dan tidak ketinggalan pula pelayanan administrasi pemerintahan. 

Karena semakin banyaknya urusan pemerintahan di tingkat kecamatan, 

desa maupun kelurahan maka kebutuhan agar pelayanan publik tetap harus 

dilaksanakan dengan optimal. Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka 

Tengah berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupatenlkota lainnya di 

64 
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Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. yaitu dengan wilayah Kota Pangkalpinang, 

Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan. 

B. Keadaan Geografis dan Iklim Kabupateo Baogka Tengab 

Secara geografis Kabupaten Bangka Tengah terletak di Pulau Bangka 

pada 105°45' sampai 106°50' Bujur Timur dan 2°10' sampai 2°50' Lintang 

Selatan dengan dikelilingi oleh 12 pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai 

± 195 km. Untuk lebih jelasnya, letak Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat 

pada gambar 4.1 sebagai berikut : 

Gam bar 4.1 

Peta Kabupaten Bangka Tengah 

\ 
. K:ab_ Bangka 

/ 

1 Kec_ Pangkalan Baru 
2 Kec. Koba 

\ 

'11 .. 

., 

3. Kec S•mpang Katis 
4 Ke( sunga1 Selan 
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Kec:. lubul<i Be&ar 1 

5 Kec_ Namang 
6 Kec Lubuk Besar 

43662.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Bangk:a Tengah 

memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Bangk:a dan Kota Pangkalapinang 

b. Sebelah Timur : Laut Cina Selatan 

c. Sebelah Barat : Selat Bangka 

d. Sebelah Selatan : Kabupaten Bangka Selatan 

Kabupaten Bangka Tengah mempunyai luas wilayah lebih kurang 

2.279, II Km2 atau 227.911,33 ha, yang terbagi menjadi 6 kecamatan yaitu terdiri 

dari Kecamatan Koba, Kecamatan Pangkalanbaru, Kecamatan sungaiselan, 

Kecamatan Simpang Katis., Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar. 

dengan jumlah desa dan kelurahan berjumlah 56 desa dan 7 kelurahan. Adapun 

luas wilayah kecamatan secara rinci dapat dilihat pada tabel4.1 sebagai berikut: 

Tabel4.1 

Luas Wilayab Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan 
di Kabupaten Bangka Tengah 

Luas Jomlah total 
Kecamatan wilayah 

(Km') Kelurahan Desa 
Koba 391,59 5 6 

Pangkalanbaru 108,26 I II 

Sungai Selan 791,55 I 12 

Simpang Katis 230,73 - 10 

Namang 203,95 - 8 

Lubuk Besar 553,03 - 9 
-· 

Total 2.279, II 7 56 

Total 
II 

12 

13 

10 

8 

9 

63 
.. Sumbcr . Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah, StatJslk dan Penanaman Mndal (Bappeda 

SPM) tahun 2014 
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Keadaan geografis Kabupaten Bangka Tengah menjadikan kabupaten ini 

merupakan wilayah yang strategis untuk dikunjungi oleh masyarakat pendatang 

dari luar daerah. Selain garis pantai yang panjang. keadaan alam di daerah 

Kabupaten Bangka Tengah banyak mengandung mineral biji timah dan bahan 

galian C lainnya, seperti: pasir kwarsa, kaolin, batu gunung dan lain-lain, sehingga 

Kabupaten Bangka Tengah dikatakan menjadi sumber mata pencaharian bagi 

penduduk. Selain keadaan geografis yang mendukung. wilayah Kabupaten 

Bangka Tengah juga memiliki potensi dalam hal aspek pertanian dan perkebunan 

seperti lada, gaharu, karet dan kelapa sawit Selain kondisi tanah yang subur dan 

banyak aliran sungai yang membantu para petani, hal lain juga didukung oleh 

keadaan iklim setempa~ dimana curah hujan dan panas bergantian. 

Keadaan iklim tersebut sangat membantu masyarakat yang memiliki 

mata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian di Kabupaten Bangka Tengah 

sangat membantu menunjang perekonomian masyarakat, selain didukung oleh 

keadaan geografis yang subur, keadaan iklim yang teratur juga mengimbangi basil 

panen yang maksimal bagi para petani, diantaranya petani lada, petani gaharu, 

petani sawit dan petani karet. Dimana basil pertanian tersebut menjadi icon khas 

Kabupaten Bangka Tengah dan menjadikan Kabupaten Bangka Tengah dikenal di 

Kancah Nasional bahkan intemasional. 

C. Kependudukan dan Tenaga Kerja di Kabupateo Baogka Tengah 

Berdasarkan data sensus nasional Tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten 

Bangka Tengah pada tahun 2014 sebesar 177.218 jiwa (WNI + non WNI). 
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Penduduk di Bangka Tengah lebih di dominasi oleh laki-laki dari pada penduduk 

wanita, sama seperti tahun sebelumnya. Jumlah penduduk laki-lak.i sebanyak 

92.882 (52,41%) jiwa dan perempuan sebanyak 84.336 (47,59%) jiwa. Sehingga 

sex ratio penduduk Kabupaten Bangka Tengah menjadi II 0 artinya apabila 

terdapat penduduk Jaki-lak.i sebanyak 110 jiwa, maka penduduk perempuan 

sebanyak 100 jiwa. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 42 sebagai berikut : 

Tahel4.2 

Jumlab Penduduk Menu rot Kecamatan, Luas Daerab, Jenis Kelamin dan 
Kepadatao Per km1 di Kabupaten Bangka Tengab Taboo 2014 

Luas Kepadatan 
Kecamatan wilayah Pria Wanita .Jumlab Per Per desa 

(Km') km' 

Koba 391,59 19.524 17.740 37.264 95,16 3.387,64 
Pangkalan 108,26 22.475 20.864 43.321 400,1 3.610,08 
Baru 2 
Sungai 791,55 17.165 15.196 32.361 40,88 2.489,31 
Selan . 
Simpang 230,73 12.452 11.692 24.144 104,6 2.414,40 
Katis 4 

-·-· 
Namang 203,95 7.792 6.939 6.939 72,23 I c8.4_1,3.!_ 
Lubuk 553,03 13.474 
~esar 

11.923 25.397 45.92 2.821,89 

Jumlah 2.279,1 92.719 84.336 177.218 77,76 2.812,98 
Sumber . Badan Pusat Stai.J.stik Kabupaten Bangka Tengah (DJOiah dan SUJvet SosJal Ekonom1 

Nasional, tahun 2014) 

Berdasarkan tabcl 4.2 di atas, dari data jumlah penduduk dan luas 

wilayah akan dapat diketahui kepadatan penduduk suatu wilayah dengan satuan 

jiwa/kml_ Luas wilayah Kabupaten Bangka Tengah adalah 2.279, II km2
, 

sedangkan jumlah penduduknya adalah 177.218 jiwa. Schingga tingkat kepadatan 

penduduknya menjadi 77,76 jiwa/ km2
• Kabupaten Bangka Tengah juga memiliki 
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jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja 

(PUK) pada tahun 2014 sebanyak 125.701 jiwa. Dari total PUK, sebanyak 78.532 

jiwa adalah angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja) dan yang bukan 

angkatan kerja (sekolah, rnengurus rumahtangga, lainnya) sebanyak 47.169 jiwa. 

Dari total angkatan kerja tersebut. ada sebanyak 74.102 jiwa yang telah beketja, 

sedangkan sisanya 4.430 sedang mencari peketjaan. 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Bangka Tengah 

tahun 2014 sebesar 62,48% persen artinya sebesar 62,48% persen penduduk usia 

kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk 

Kabupaten Bangka Tengah tahun 2014 sebesar 5,64% artinya dari 100 penduduk 

yang termasuk angkatan kelja, secara rata-rata 5-6 orang diantaranya pencari 

kerja. Angka ini sedikit meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya yang 

hanya berkisar 3,47%. Penduduk usia kerja yang bekerja apabi1a dilihat dari 

sektor lapangan pekerjaan tampak bahwa sebesar 31,41% persen terserap 

pekerjaan disektor pertanian, 26,05% persen terserap di sektor pertambangan dan 

penggalian, dan 17,39% persen rumah makan danjasa ak:omodasi. 

Adapun jumlah pencari kerja terdaftar menurut tingkat pendidikan di 

Kabupaten Bangka Tengah dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut : 
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Tabe14.3. 

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menu rut Tingkat Pendidikan 
dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tengab Tahun 2014 

TINGKAT PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
TERAKHIR 

SD . . . 

SLTP . . . 

SLTA 164 82 264 

DI-D IV 28 65 93 ... .. 

SI 67 118 185 

S2 . 2 2 

S3 . . . 

Total 259 267 526 
Sumber :Kantor Dmsosnakertrans Kabupaten Bangka Tengah 

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa pencari kerja yang 

terdaftar menurut tingkat pendidikan minimal pada jenjang terakhir Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan jumlah tamatan SLTA yang mencari kerja 

paling banyak dari jenjang pendidikan yang lain. Hal ini dilihat darijumlah secara 

keseluruhan yang diperoleh mengenai data penduduk pencari kerja pada Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Tengah. 

D. Pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Kabupaten Bangka 

Tcngah pembangunan sektor pendidikan semakin pcnting dengan ditetapkannya 

titik berat pernbangunan pada bidang ekonomi yang diiringi dengan peningkatan 

sumber daya rnanusia. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk rnanusia 

yang berkualitas sebagaimana yang dicita-citakan yang memiliki kemarnpuan 
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memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang diperlukan untuk mendulrung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan 

berbagai bidang lainnya. 

Pada tahun 2014, berdasarkan data dari Din as Pendidikan Kabupaten 

Bangka Tengah tercatat jumlah Taman Kanak-Kanak (TK). baik negeri maupun 

swasta sebanyak 57 unit, sedangkan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 92 unit (negeri 

dan swasta). Sementara itu untuk sarana dan prasarana pendididkan tingkat SLTP 

sebanyak 22 unit yang terdiri dari SL TP Negeri dan SLTP swasta. Sedangkan 

tingkat SMA berjumlah 9 unit yang terdiri dari 6 SMA Negeri dan 3 SMA 

Swasta, dan untukjumlah SMK terdapat sebanyak 5 unit yang semuanya negeri. 

Jenjang pendidikan masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah sebagian 

besar hanya menyelesaikan pendidikan sekolah dasar (SD). Adapun banyaknya 

jumlah penduduk berumur 10 tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang 

ditamatkan berdasarkanjenis kelamin dapat dilihat pada tabel4.4 sebagai berikut: 
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Tabel4.4 

Banyaknya Peoduduk Berumur 10 Taboo Keatas Menu rut Tingkaf 
Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Tengab Tahun 2014 

TINGKAT PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
TERAKHffi 

Tidak I Belum Pernah 2.836 2.989 5.825 
Sekolah 

SD 40.209 38.919 79.128 

SLTP 10.405 8.504 18.909 

SLTA 12.398 10.010 22.408 

DI-D IV 797 1.129 1.926 

Sl 1.320 1.226 2.546 

S2 43 II 54 

S3 I - I 

Total 68.009 62.788 130.797 
Sumber :Kantor Dmdukcap1l Kabupaten Bangka Tengah 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk 

Kabupaten Bangka Tengah sampai dengan tahun 2014 masih didominasi oleh 

lulusan sekolah dasar (SD) sebanyak 79.128 orang. bahkan sekitar 5.825 orang 

masih ada yang tidak/belum pernah sekolah. Hal ini merupakan tantangan 

tersendiri bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah 

untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman lebih kepada 

masyarakatfpenduduk, betapa pentingnya menimba ilmu di sekolah dalam 

program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, bagi 

masyarkat/penduduk khususnya di Kabupaten Bangka T engah. 
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E. Implemeatasi Kebijakan K.abupaten Layak Anak di Kabupaten 
Bangka Tengab 

Tahapan implementasi kebijakan merupakan faktor kunci dalam setiap 

kebijakan publik. Suatu kebijakan akan terlihat jika telah dilaksanakan dan dapat 

dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Apabila kebijakan publik hanya sekadar 

merumuskan suatu kebijakan, tanpa ada gerakan untuk mewujudkannya maka 

rumusan tersebut akan menjadi sia-sia tanpa ada faedah atau manfaat bagi 

masyarakat. 

Kedudukan implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat crucial 

dalam suatu kebijakan sehingga dalam aplikasinya antara perumusan dan 

implementasi harus sejalan agar mempennudah pencapaian tujuan. Baik buruknya 

suatu kebijakan publik sangat bergantung dengan perumusan kebijakan (inputs) 

dan implementasi kebijakan (process) sehingga akan menghasilkan keluaran 

(outputs). dampak (outcomes) dan manfaat (benefit) serta dampak (impacts) yang 

dapat dinikmati oleh kelompok sasaran (target groups). 

lmplementasi Kebijakan pada penelitian ini menggunakan model 

implementasi kebijakan menurut Edward III sebagai analisis yang sesuai dengan 

sub dimensi teori tentang implementasi kebijakan kabupaten layak anak di 

Kabupaten Bangka Tengah. Salah satu pengaplikasian model tersebut, dapat 

dilihat dari pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak sebagai salah satu upaya 

dalam menurunkan tingkat kekerasan seksual pada anak yang memperlihatkan 

adanya berbagai pengaruh dalam tercapinya keberhasilan implementasi kebijakan 

tersebut. Adapun model implementasi kebijakan menurut Edward Ill dapat dilihat 

pada gam bar 4.2 berikut ini : 
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Gambar 2.4 Model Implementasi menu rut G.C Edwards m 

Komunikasi Implementasi 

Sumber-sumber 

Disposisi 

Struktur Birokrasi 

Sumber : George C. Edwards Ill (I 980: I 48) 

Berdasarkan model implementasi kebijakan menurut Edward Ill dapat 

peneliti analisis lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

implemcntasi kebijakan kabupaten Ia yak anak di Kabupaten Rangka Tengah 

a. Komunikasi 

Kebijakan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator 

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran 

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga 

akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu 

kebijak.an tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok 

sasaran, maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. 
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Setiap tujuan kebijakan harus mempunyai standar dan tujuan yang jelas. 

Agar kebijakan tadi bisa dilaksanakan dengan efektif, maka standar dan tujuan 

kebijakan harus dipahami oleh implementor yang bertanggung jawab atas 

pencapaian standar dan tujuan tersebut. Oleh karena itu standar dan tujuan tadi 

harus dikomunikasikan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran. Komunikasi 

dalam kerangka penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana dan 

kelompok sasaran kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan. Jika 

tidak ada kejelasan dan konsistensi terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, 

maka apa yang menjadi standar dan tujuan tadi akan sulit untuk bisa dicapai. 

Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang dapat 

diharapkan darinya dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Disamping para 

pelaksana yang menjadi sasaran komunikasi ini begitu juga dengan organisasi lain 

yang ikut terlibat dan dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan tertentu. 

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa infonnan mengenai 

komunikasi yang dilakukan antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran 

kebijakan dalam penyampaian infonnasi kebijakan kabupaten layak anak di 

kabupaten Bangka Tengah : 

bahwa: 

Infonnan 1 (Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah) mengatakan 

Komunikasi yang saya lakukan selama ini dengan OPD yang terlibat 
dalam mengimplementasikan kebijakan kabupaten Jayak anak sudah 
cukup baik. Para OPD yang terlibat sangat mendukung kebijakan 
kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah, mengingat anak­
anak zaman sekarang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang 
kurang baik. Oleh karena itu peran kita sebagai pemerintah sangat 
diperlukan dalam hal ini dengan melakukan berbagai sosialisasi kepada 
masyarakat akan pentingnya kebijakan kabupaten layak anak. 
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Infonnan 5 (Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah) 

mengatakan bahwa : 

Kami selalu melakukan komunikasi dengan para pelaksana kebijakan 
yang lain terutama dalam intern kantor kami sendiri. Selain ito kami juga 
sering berk:omunikasi dengan para pelaksana kebijakan pada tingkat 
bawah terutama yang ada di desa maupun dikelurahan baik itu dalam hal 
sosialisasi maupun dalam hal pengaduan masalah yang sedang teljadi. 
Oleh sebab itu saya menilai komunikasi merupakan sangat penting 
dilakukan dan hams intens dilakukan agar tujuan dan sasaran yang kita 
inginkan dapat terwujud. 

Berdasarkan basil wawancara diatas dengan infonnan I dan informan 5, 

bahwa para pelaksana kebijakan sudah melakukan komunikasi yang baik antar 

pelaksana kebijakan, akan tetapi para implementor mengalami kesulitan dalam 

berkomunikasi dengan masyarak:at dalam menyampaikan kebijakan kabupaten 

layak anak sebagaimana kebijakan tersebut rnerupakan kebijakan yang sangat 

prioritas dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan kabupaten layak anak 

serta menurunkan tindak kekerasan seksual pada anak. 

Peneliti melakukan wawancara dengan infonnan 6 selaku leading sektor 

yang langsung menangani masalah perlindungan anak dalam hal komunikasi yang 

dilakukan dengan masyarakat ataupun korban kekerasan. Dalam hal ini infonnan 

5 mengatakan bahwa : 

Kesulitan kami dalam melaksanakan kebijakan kabupaten layak anak 
adalah melakukan komunikasi dengan rnasyarakat. Masyarakat menilai 
bahwa program kebijakan yang kami laksanakan adalah tanggung jawab 
pemerintah, mereka seolah-olah merasa tidak perduli atau cuek dengan 
program-program yang kami sampaikan atas pentingnya menjaga anak 
mereka dari tindakan-tindakan yang menyimpang. Terlebih lagi kesulitan 
kami berkomunikasi dengan para korban kekerasan seksual pada anak. 
Keluarga mereka merasa tertutup akan infonnasi yang kami butuhkan, 
mereka merasa malu melaporkan kejadian tersebut karena membuka iab 
bagi keluarga mereka padahal pelaku kekerasan harus segera diproses 
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secara hukum agar tidak: terjadi Jagi tindakan kekerasan seksual pada 
anak, demi mewujudkan kabupaten layak anak. 

Dari hasil wawancara di atas, dapat dijelasakan bahwa komunikasi yang 

telah dilakukan antara pelaksana kebijakan sudah cukup baik, namun komunikasi 

dengan target group atau sasaran kebijakan sedikit mengalami kesulitan. Peneliti 

dapat menganalisa bahwa kurangnya pemahaman dari masyarakat akan 

pentingnya kebijakan kabupaten layak anak sangat kurang. Oleh karena itu para 

pelaksana kebijakan baik itu dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas harus 

melakukan upaya dalam mensosialisasikan kebijakan kabupaten layak anak dalam 

upaya menurukan tingkat kekerasan seksual pada anak sampai dengan lini 

terbawah yaitu masyarakat yang tinggal didaerah-daerah pedalaman atau terpencil 

sekalipun. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pelaksana kebijakan pada 

tingkat bawah yang ada di desa mengenai tujuan dan sasaran yang mereka 

sampaikan kepada masyarakat akan pentingnya kebijakan kabupaten layak anak 

dalam menurunkan tingkat kekerasan seksual pada anak. Wawancara yang 

peneliti lakukan dengan ketua FPKDRT (forum pencegahan kekerasan dalam 

rumah tangga) Desa Sungai selan yaitu ibu Sri yang mengatakan bahwa : 

Kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan­
kegiatan keagamaan seperti pengajian dan lain-lain. komunikasi juga kita 
lakukan dengan orang tua dan keluarga korban kekerasan seksual dalam 
membantu memulihkan psikis korban agar tidak terjadi trauma 
dikemudian hari atas kejadian tersebut. Dan kami juga selalu 
menghimbau kepada masyarkat agar segcra melaporkan atas kejadian 
kekerasan seksual ataupun kekerasan dalam rumah tangga kepada 
FPKDRT selaku perpanjangan tangan pemerintah kabupaten dalam 
membantu menangani masalah kekerasan tersebut agar pelaku dapat 
diproses secara hokum dan mendapat hukuman yang berat atas perbuatan 
yang dilakukannya. 
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berdasarkan basil wawancara peneliti dengan dengan beberapa informan 

dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana 

kebijakan sudah cukup baik, namun, hal tersebut terns menjadi perhatian para 

pelaksana kebijakan agar hams lebih intens lagi dalam melakukan komunikasi 

dengan masyarakat selaku target group atau sasaran kebijakan agar terwujudnya 

kabupaten layak anak dalam upaya menurunakan tindak kekerasan seksual pada 

anak. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Van Meter dan Horn (dalam 

Agustino, 2008), yang menyebutkan bahwa komunikasi yang lancar, seimbang 

dan jelas antara organisasi dan pelaksana sangat mempengaruhi proses 

implementasi kebijakan publik. Senada dengan pendapat ahli tersebut Solichin 

Abdul Wahab (1991 : 42) juga mengatakan bahwa komunikasi memainkan 

peranan penting bagi berlangsungnya implemetasi kebijakan. Artinya harus ada 

komunikasi yang sempuma diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat 

dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa adanya komunikasi yang baik tidak mungkin 

usaha kelja sama dapat terjadi. 

b. Sumber daya 

Walaupun lSI kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan 

konsisten, tetapi apa hila implementator kekorangan sumber daya ontuk 

melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Somber daya tersebut 

dapat berwujod sumber daya manusia, yakni implementator, dan sumber daya 

financial yaitu anggaran. Somber daya merupakan aspek penting dalam 

menonjang implementasi kebijakan. Tanpa adanya sumber daya niscaya tujoan 

yang ingin dicapai tidak dapat diwujudkan. Faktor somber daya ini mempunyai 
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peran penting dalam implementasi kebijakan. Karena bagaimanapun jelas dan 

konsistennya ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan tersebut, jika para 

pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, 

kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, 

maka implementasi kebijakan terse but juga tidak akan bisa efektif. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan 

infonnan 5 (Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah) mengenai sumber 

daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak di 

Kabupaten Bangka Tengah yang menagatakan bahwa: 

Jumlah sumber daya manusia yang kita miliki khususnya dalam 
menangani kasus pengaduan kekerasan seksual pada anak maupun 
kekerasan dalam rumah tangga memang sangat terbatas. Akan tetapi 
kami beranggapan untuk melaksanakan kebijakan tersebut tidak bisa 
hanya dilakukan oleh pemerintah saja semua stakeholder harus terlibat 
dalam pelaksanaan kebijakan tersebut baik itu dari legislatif. kepolisian 
maupun masyarakat. ApabHa semua merasa terlibat dan merasa perduli 
atas pentingnya kebijakan kabupaten layak anak saya rasa somber daya 
manusia yang melaksanakan kebijakan tersebut sudah Iebih dari cukup. 

Dari hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam 

mengimplementasikan kebijakan kabupaten layak anak harus dilakukan oleh 

semua pihak tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja. Oleh sebab itu 

semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut harus siap dan 

mendukung sepenuhnya agar terwujudnya kabupaten layak anak di kabupaten 

Bangka Tengah. Selain itu, somber daya financial (anggaran) juga harus 

mendukung apabila implementasi kebijakan tersebut ingin dapat terwujud. 

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa infonnan terkait dengan sumber 

daya financial dalam mendukung pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak di 
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Kabupaten Bangka Tengah. Pertama peneliti melakukan wawancara dengan 

informan 4 (Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Tengah) yang mengatakan 

bahwa: 

Kebijakan Kabupaten layak anak merupakan program pnontas kita 
dalam membangun daerah untuk menjadi lebih baik. Terkait dengan 
anggaran kita sudah mengganggarkan terkait dengan kebijakan 
kabupaten layak anak dan sebagian sudah kita masukkan kedalam 
anggaran beberapa OPD yang berkaitan dengan adanya program 
kebijakan kabupaten layak anak. Sehubungan dengan anggaran yang kita 
miliki sangat terbatas, saya menghimbau kepada rekan·rekan OPD yang 
terlibat dalam pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak agar 
memanfaatkan semaksimal mungkin anggaran tersebut agar dapat 
menghasilkan hasil dan manfaat yang lebih banyak. 

Selanjutnya peneliti melak:ukan wawancara dengan infonnan 3 (anggota 

DPRD Kabupaten Bangka Tengah) ibu Nunung yang mengatakan bahwa : 

Kami sangat mendukung kebijakan kabupaten layak anak ini, dalam 
pembahasan anggaran saya terutama sangat mendukung dalam hal ini, 
walaupun anggaran yang kita miliki sangat terbatas akan tetapi sangat 
penting untuk dianggarkan agar proses pelaksanaannya dapat terwujud. 
Oleh sebab itu kebijakan kabupaten layak anak ini merupakan program 
yang sangat penting untuk dilakukan, mengingat zaman sekarang anak­
anak kita sudah banyak yang terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang 
menyimpang seperti narkoba, seks bebas dan lain-lain. Oleh karena itu 
peran pemerintah dan semua pihak sangat dibutuhkan dalam menekan 
tindak kekerasan pada anak yang akhir-akhir ini sering terjadi. 

Berdasarkan basil wawancara di atas dengan informan 3 dan infonnan 4, 

dapat dije1askan bahwa dengan keterbatasan anggaran program kebijakan 

kabupaten layak anak harus tetap dilaksanakan oleh semua pihak, mengingat 

pentingnya kebijakan tersebut dan banyaknya contoh kasus yang terjadi pada saat 

ini kekerasan pada anak: sangat sering terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan 

dari semua pihak temtama keluarga sendiri dan kuranya sosialisasi akan 

pentingnya peran keluarga dalam mctijaga anak dari perbuatan·perbuatan yang 
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menyimpang. Namun hal ini harus segera dipikirkan oleh pemerintah terkait 

dengan anggaran yang belum sampai pada tingkatan bawah yaitu implementor 

pada tingkat desa. Mereka juga memerlukan anggaran dalam melaksanakan 

kebijakan tersebut. Keluhan terkait dengan anggaran disampaikan kepada peneliti 

melalui basil wawacara dengan infonnan 6 (tokoh masyarakat dan selaku ketua 

FPKDRT) Desa Sungai selan yang mengatakan bahwa : 

Kami sangat membutuhkan anggaran dalam melak:sanakan kebijakan ini, 
terutama biaya transportasi dan makan minum kami dalam melakukan 
sosialisasi kepada masyarakat ak:an pentingnya peran keluarga dalam 
menjaga dan mengawasi anak: dari perilaku dan perbuatan yang 
menyimpang. Selama ini kami mengeluarkan biaya sendiri karena kami 
merasa peduli ak:an pentingnya mewujudkan kabupaten layak anak. Kami 
sangat berharap mendapat bantuan anggaran yang cukup dalam 
membantu kami mensukses kebijakan kabupaten layak: anak dalam upaya 
menurunkan tindak kekerasan pada anak. 

Jadi dapat peneliti jelaskan bahwa sumber daya merupakan faktor 

penting dalam menentukan suatu keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber 

daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni implementator, dan 

sumberdaya financial yaitu anggaran. Sumber daya merupakan aspek penting 

dalam menunjang implementasi kebijakan. Tanpa adanya sumber daya niscaya 

tujuan yang ingin dicapai tidak dapat diwujudkan. Sehubungan dengan sumber 

daya yang dimiliki baik itu sumberdaya manusia, yakni implementator, dan 

sumberdaya financial yaitu anggaran masing sangat terbatas dalam pelaksanaan 

kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini tentunya 

sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kcbijakan tersebut. Seperti yang 

diungkapkan oleh lslamy (2000), yang mengatakan bahwa ada sembilan faktor 

yang menyebabkan kebijakan publik tidak memperoleh hasil atau dampak yang 
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diharapkan, salah satunya adalah sumber-sumber yang terbatas baik tenaga. biaya. 

material dan wak.tu. Pendapat ahli yang lain juga menyebutkan bahwa sumber­

sumber yang ak.an mendukung kebijakan yang efektifterdiri dari jumlah stafyang 

mempunyai keterampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, 

informasi dan fasilitas, (winamo, 2002: 138). Oleh karena itu pemerintah 

Kabupaten Bangka Tengah harus memikirkan solusi serta pemecahan masalah 

terkait dengan sumber daya yang dimilki baik itu sumber daya manusia maupun 

sumber daya financial. 

c. Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila 

implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan 

kebijak.an dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 

Ketika implementator memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan 

pernbuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak 

efektif. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan 

cukup dan para pelakasana (implementor) mengetahui apa dan bagaimana cara 

melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, 

implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif, karena adanya suatu karakteristik 

dari badan/intansi pelaksana kebijakan. 

Karakteristik ini memperlihatkan bagaimana suatu organisasi yang 

didalamnya terdapat individu-individu yang sating berbeda tetapi menentukan 

bagaimana wamalciri intansi tcrsebut. Diantara karak.teristik yang paling 
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menonjol diantara badanlintansi pelaksana kebijakan adalah pembagian keija 

yang merata diantara para pegawai, adanya formalisasi yang tinggi, dan jenjang 

karier para pegawai. 

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa infonnan, bahwa 

mereka sangat mendukung dan mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap 

pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah. 

Seperti wawancara peneliti dengan infonnan I (Sekretaris Daerah kabupaten 

Bangka Tengah) yang mengatakn bahwa : 

Kami mempunyai komitrnen yang sangat tinggi dalam mewujudkan 
kabupaten layak anak ini, salah satu langkah nyata atas komitmen kami 
adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bersama dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah menerbitkan regulasi tentang 
perlindungan anak yaitu Peraturan Daerah Nomor I tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak. Kemudian juga dibuat Peraturan Bupati Nomor 47 
Tahun 2016 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang sebelumnya 
telah dibuatkan Surat Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 
188.45/407/BKKBD dan PPPA /2015 tentang Pembentukan Gugus 
Togas Pengembangan Kabupaten layak Anak. 

Berdasarkan basil wawancara di atas, bentuk nyata komitmen Pemerintah 

Kabupaten Bangka Tengah dalam mendukung Kebijakan Kabupaten Layak Anak 

adalah dengan mengeluarkan regulasi tentang perlindungan anak yaitu Peraturan 

Daerah Nomor I tahun 2014 ten tang Perlindungan Anak Peraturan Bupati Nomor 

47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Artinya Pemerintah 

Kabupaten Bangka Tengah sangat mendukung kebijakan Kabupaten Layak Anak 

dalam menurunkan tindak kekerasan seksual pada anak. Jadi dapat peneliti 

simpulkan bahwa disposisi yang dimiliki oleh implementator (pelaksana 

kebijakan), seperti komitmen dan semangat keija sudah cukup baik karena peneliti 

melihat mereka mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk melakukannya. Hal 
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tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sebatier dan Mazmanian (1991 : 24) 

menjelaskan bahwa untuk sebagian proses implemntasi kebijakan sangat 

bergantung pada dukungan pulik. Selain itu, implementasi kebijakan juga 

melibatkan sejumlah interaksi dan saling hubungan di antara badan-badan yang 

terlibat didalam proses implementasi kebijakan. Artinya selain dukungan dari 

pemerintah, dukungan publik juga mempunyai peranan yang sangat menentukan 

dalam proses pelaksanaan kebijakan. Lebih lanjut Solichin Abdul Wahab 

(1991:31) menjelaskan bahwa dukungan publik merupakan perubahan sikap 

kelompok - kelompok masyarak:at dengan output- output kebijakan lembaga­

lembaga pelak:sana dalam memainkan peranan yang cukup penting dalam proses 

implementasi. 

Konsep adaptation dan integration dalam sosiologi Talcott Parson dalam 

Wirawan (2011:46) menjelaskan bahwa tingkat integrasi seseorang terhadap 

sistem sosial dapat diukur dengan melihat tingkat komitmennya. Artinya semakin 

tinggi tingkat komitmen seseorang terhadap suatu sistem tertentu, semakin tinggi 

pula tingkat integrasi yang dicapainya. Komitmen berhubungan dengan tindakan 

yang rnerupakan konsekuensi yang muncul dari dalam hati tanpa paksaan 

(Sutaryo, 1992: 10). 

d. Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu 

dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya SOP 

(starulard operating procedures). Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa 
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informan terkait dengan pembagian tugas para implementor seperti informan 4 

(Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Tengah) yang bertugas menyiapkan dan 

merencanakan anggaran terkait dengan pelaksanaan kebijakan Kabupaten layak 

Anak. Selanjutnya infonnan 5 (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka 

Tengah) bertugas melak:ukan sosialisasi kepada para guru dan siswa akan 

pentingnya dibuatkan forum anak sebagai wadah tempat sosialisasi dan tempat 

pengaduan terhadap masalah-masalah yang teljadi pada anak seperti tindakan 

menyimpang dan kekerasan pada anak. lnfonnan 5 (Kepala DPPKBPPPA 

Kabupaten Bangka Tengah) bertugas memberikan sosialisasi kepada anggota 

Forum yang telah dibuat dan kepada anggota PKK yang ada di Kecamatan, 

Kelurahan ataupun Desa untuk gencar melak:ukan sosialisasi Kebijakan 

Kabupaten layak Anak dalam upaya menurunkan tindak kekekrasan seksual pada 

anak dan seterusnya. Selain itu telah dibentuknya berbagai forum untuk 

memfasilitasi sarana ataupun tempat pengaduan masyarakat seperti FPKDRT 

(forum pengaduan kekerasan dalam rumah tangga) yang disetiap desa sudah 

dibentuk dan PATBM (perlindungan anak. terpadu berbasis masyarakat). Untuk 

PATBM sendiri baru 7 (tujuh) desa yang sudah dibentuk dan kedepannya 

direncanakan setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah harus ada. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan infonnan, maka dapat disimpulkan 

untuk pembagian tugas, implementor sudah mengetahui dari tugas masing-masing 

namun mereka belum mempunyai (standard operating procedures) atau SOP. Hal 

tersebut diungkapkan oleh Sutarto (1995:41) yang mengatakan bahwa setiap 

organisasi harus membentuk struktur organisasi sehingga jelas tugas serta 
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wewnang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang 

utuh. Terkait dengan belum adanya SOP, hal ini tentunya sebuah bahan masukan 

terutama kepada leading sektor untuk membuat SOP yang jelas mengenai teknis 

pelaksanaan kegiatan ataupun teknis pengaduan masalah apabila terjadi tindak 

kekerasan seksual pada anak. Selama penelitian dilapangan, peneliti mengamati 

bahwa kasus tindak kekerasan seksual pada anak terjadi tidak diketahui oleh 

DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah secara langsung. Korban kekerasan 

seksual mengadu kepada keluarga dan keluarga juga terkadang jarang yang 

mengadu kepada FPKDRT yang ada didesa. Karena mereka menilai hanya 

memberi malu atau aib bagi keluarga mereka, padahal kejadian harus segera 

dilaporkan dan harus diproses secara hokum agar menimbulkan efek jera bagi 

pelaku tindak kejahatan seksual pada anak. 

Menurut teori perubahan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Soleman 

B Toneko dalam Manan (2009:24) menjelaskan bahwa bekeljanya hukum dalam 

masyarakat akan menimbulkan situasi tertentu. Apabila hokum itu berlaku efektif 

maka akan menimbulkan perubahan dan perubahan itu dapat dikategorikan 

sebagai perubahan sosial. Oleh karena itu terjadinya perubahan sosial 

menyebabkan terbentuknya lembaga atau organisasi yang bertujuan untuk 

melindungi hak-hak kaum yang lemah, perlindungan hokum yang diberikan 

kepada kaum-kaum perempuan dan yang lemah melalui penerapan sanksi atau 

hukuman. 

Berdasark.an basil analisa peneliti, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya penurunan tindak 
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kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bangk:a Tengah sudah dilaksanakan 

oleh implementor (para pelaksana kebijakan) namun belum optimal dilaksanakan 

diHhat dari somber daya manusia dan sumber daya financial masih terbatas dan 

belum mendukung dalam pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak. Selain itu 

belum adanya SOP (standard operating procedures) yang jelas mengenai teknis 

pelaksanaan kegiatan ataupun teknis pengaduan masalah apabila terjadi tindak 

kekerasan seksual pada anak. Hal ini sebuah masukan dan sekaligus kritikan bagi 

pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk berbenah lebih baik lagi dalam 

mewujudkan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah. 

F Faktor-faktor yang mempengarubi implementasi Kebijakan 
Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangka Ten gab 

Berdasarkan basil wawancara dan pengumpulan data, baik data primer 

maupun data sekunder, peneliti menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah 

dengan menggunakan pandangan Edward Ill. Pemahaman tersebut digunakan 

untuk menganalisa hambatan apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan 

kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah, sesuai dengan 

pedoman dan petunjuk yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 

tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 

20 16 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak. 

Dari basil analisa pada bah sebelumnya, dapat diidentifikasi sejumlah 

faktor-faktor yang menjadi penghambat atau kendala bagi implementor dalam 

mengimplemcntasikan kcbijakan kabupaten layak anak dalam upaya penurunan 
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tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bangka Tengah. Peneliti 

melakukan wawancara dengan beberapa infonnan yang bersentuhan langsung 

dengan target group atau sasaran kebijakan terkait dengan faktor~faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Adapun informan yang dapat 

memberikan infonnasi tersebut mulai dati tingkat pemerintah kabupaten sampai 

dengan implementor dari tingkat desa ataupun kelurahan, antara lain adalah 

sebagai berikut : 

bahwa: 

bahwa: 

bahwa: 

lnfonnan 1 (Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah) mengatakan 

Menurut saya rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman 
masyarakat khususnya orang tua terhadap pentingnya menjaga dan 
mengawasi perilaku anak~anaknya merupakan salah suatu faktor yang 
dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan kabupaten 
layak anak di Kobupaten Bangka Tengah. Karena tidak semua orang tua 
yang perduli akan masa depan analmya dan mereka beranggapan anak 
mereka sudah diurusi oleh guru mereka diselwlah, jadi mereka berpikir 
tidak perlu khawatir lagi dalam mengawasi dan menjaga anak-anak 
mereka karena sudah ada guru disekolah yang mengawasi. 

Infonnan 2 (Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah) mengatak.an 

Menurut saya peran orang tua harus /ebih berperan aktif da/am menjaga 
dan mengawasi sikap dan peri/aku anak~anaknya. Karena kita ketahui 
masyarakat di desa perhatian terhadap anak-anaknya sangatlah kurang, 
karena mereka terla/u sibuk untuk memenuhi kebutu.han hidupnya seperti 
berkebun, menambang dan lain~lain, sehingga haltersebut menimbulkan 
niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan predator anak untuk 
memarifaaatkan lce/engahan pengawasan orang tua untuk melakukan 
tindak kekerasan seksual pada anak. 

lnfonnan 3 (Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Tengah) mengatakan 
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Masyarakat itu sendiri yang ter/alu cuek dan lcurang perduli akan 
pentingnya menjaga dan mengawasi sikap serta perilalcu anaknnya. 
Karena mereka beranggapan menjaga dan mendidik anak mereka 
adalah tugas pemerintah dan bukan urusan mere/ca. 0/eh sebab itu perlu 
dilalcukarmya sosialisasi secara intens kepada masyarakat akan program 
yang kita gadang~gadangkan jangan sampai pemerintah sudah semngal 
dalam me~ja/ankan kebijakan tersebut namun sasaran kebijakan atau 
masyaralcat lcurang mendukung da/am pe/aksanaannya. 

Infonnan 4 (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah) 

mengatakan bahwa : 

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan 
kabupaten layalc anak sa/ah saturrya adalah factor lingkungan. Anak­
anak yang berada di linglcungan kurang baik maka a/can terpengaruh 
kepada hal-hal yang kurang baik. 
Infonnan 5 (Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengab) 

mengatakan bahwa : 

bahwa: 

Banyak hal yang mempengaruhi far:tor keberhasilan pelaksanaan 
kebijakan kabupaten lauyak anak.menurut saya salah satunya adalah 
lwmunilcasi. Kita selama ini sangat kesulitan untuk berkomunikasi 
kepada masyarakat dalam melalcukan sosialisasi kebijakan kabupaten 
layak anak. Mereka seo/ah-olah merasa cuek atau kurang perduli 
dengan kehijalcan tersebut. &lain itu minimrrya anggaran juga 
mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Karena 
tanpa didukung anggaran yang memadai mustahil tujuan yang 
diinginkan dapat tercapai dengan baik 

lnfonnan 6 (tokoh masyarakat selaku anggota FPKDRn mengatakan 

Kurangnya maksimalnya pelaksanaon kebijakan kabupaten layak anak 
salah satunya adalah tidak adanya anggaran. Komi selama ini 
melalcukan sosialisasi lrepada masyaraknt dengan menggunalcan biaya 
swaOOya sendiri. Dengan keterbatasan anggaran yang komi punya 
menyebabkan pelaksanaan kebijakan tersebut komi rasa lcurang 
maksimal. 0/eh karena itu komi sangat mngharapkan untuk kedepannya 
agar komi dapat dibantu dalam sisi anggaran agar pelaksanaan 
kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal serta diperoleh 
martfaat yang besar bagi masyarakat. 
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bahwa: 

Selain itu sarona don prasaran yang lcurang memadai menyebabkan 
sosialisasi yang kami laksanalcan lcurang menyentuh ke lini terbawah 
dalam artian kata masyarakat desa terpencil sangat sulit untuk komi 
temui mengingat lwndisi geografis wilayah yang ada di wilayah kami 
sangatlah luas. 

Infonnan 7 (tokoh pemuda Desa Namang) bapak Darwin mengatakan 

Dengan adanya telcnologi informasi yang canggih serta berkembang 
pesat sekarang ini seperti handpone dan lain-lain, anak-anak zaman 
sekarang baeyak yang salah dalam menggunakannya. Banyak didalam 
handpone mereka berisi video yang berkontens pomogrqfi ataupun foto­
foto yang kurang senonok Hal ini merupakan salah satu penyebab 
terjadinya tindak kekerasan seksULJi lrepada anak akihat dari 
peeyalahgunaan teknologi informrui. Oleh karena itu pengawasan dari 
orang tua dan lreluarga sangat dihutuhlran agar dapat terhindar dari 
perbuatan serta perilalcu anak yang menyimpang. 

Berdasarkan basil wawancara peneliti dengan beberapa infonnan terkait 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kabupaten 

layak anak di Kabupaten Bangka Tengah dapat peneliti analisa beberapa fak.tor 

penyebab yang menjadi kendala utama yaitu : 

Pertama adalah komunikasi implementor (para pelaksana kebijakan) 

dengan target group (sasaran kebijakan) masih sulit dilakukan mengingat 

masyarakat itu sendiri terlau cuek atau kurang perduli dengan sosialisasi yang 

dilakukan oleh para implementor. Parsons dalam Wirawan (20 II :47) mengatakan 

bahwa sosialisasi merupakan alat untuk menanamkan pola cultural, seperti nilai-

nilai bahasa dan lain-lain. Dengan proses sosialisasi anggota masyarakat akan 

menerima dan rneiliki komibnen terhadap nonna-nonna sosial yang ada. 

Selain itu masyarakat masih merasa tertutup untuk melaporkan kejadian 

atau musibah yang sedang menimpa keluarga mereka, karena merek.a malu atau 
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membuka aib bagi keluarga mereka sendiri. Padahal hal kejadian seperti ini harus 

segera dilaporkan kepada lembaga yang berwenang menangani kasus tersebut, 

mengingat pelaku kejahatan akan berkeliaran bebas untuk mencari korban-korban 

berikutnya dengan cara memanfaatkan kelengahan serta pengawasan dari orang 

tua anak itu sendiri. 

Oleh karena itu kepercayaan mayarakat merupakan hal yang penting dan 

esensial dalam membangun komunikasi yang efektif baik di antara masyarakat 

maupun antara masyarakat dengan pemerintah dan swasta. Kepercayaan 

masyarakat terbangun apabi Ia pemerintah menunjukkan sikap dan perilaku yang 

dapat dipercaya (Sumaryadi, 2010:42). 

Kedua adalah somber daya implementor (para pelaksana kebijakan) 

masih minim/terbatas. Akan tetapi dengan keterbatasan sumber daya manusia 

yang dimiliki, tidak mengurangj komitmen para pelaksanaan kebijakan dalam 

mewujudkan kabupaten layak anak di Kabupaten Bangka Tengah. 

Ketiga adalah anggaran yang masih minim menimbulkan pelaksanaan 

kebijakan kabupaten layak anak masih belum maksimal, terutama implementor 

(para pelaksana kebijakan) pada tingkat bawah yang berada di desa ataupun 

kelurahan. 

Keempat adalah belum adanya SOP (standar operational prosedur) yang 

jelas terkait dengan teknis pengaduan masyarakat terhadap tindakan kekerasan 

seksual pada anak maupun kekerasan dalam rumah tangga. 
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Ke/ima adalah hadirnya teknologi informasi yang canggih seperti 

handpone banyak disaJahgunakan oleh anak-anak sehingga banyak menimbulkan 

mudhoratnya dari pada manfaaatnya. 

Keenam adalah kurangnya kepedulian orang tua dalam menjaga dan 

mengawasi anak-anaknya dalam pergaulan dilingkungan sekitamya. Sehingga 

banyak pelaku kejahatan seksual memanfaatkan kelengahan pengawasan orang 

tua untuk melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu 

perlu dilakukannya sosialisasi terutama dari orang tua kepada anaknya untuk 

mengajarkan norma-norma sosial dan agama agar terhindar dari lingk:ungan yang 

tidak baik. Hal tersebut juga disampaikan oleh Durkheim dalam Irawan (201 I :45) 

yang mengatakan bahwa"' norma yang diajarkan kepada anak-anak melalui proses 

sosialisasi, agar anak dapat hidup dengan mudah dalam masyarakat. Dengan 

proses sosialisasi, orang tua berusaha agar sistem yang ada itu tetap 

dipertahankan, karena masih dianggap dapat men jam in hubungan sosial. 
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A. Kesimpulan 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian dapat dibuat kesimpu!an 

sebagai berikut: 

1. Implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya penurunan tindak 

kekerasan scksual pada anak di Kabupaten Bangka Tengah belum 

dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya somber daya, 

baik itu somber daya manusia maupun sumber daya finansial (anggaran). 

Selain itu, SOP (standar operational prosedur) dalam pelaksanaan kebijakan 

kabupatcn layak anak terutama pada teknis pelaksanaan kebijakan kabupaten 

layak anak dan teknis pengaduan masyarakat belwn ada atau dibuat. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kabupaten layak 

anak dalam upaya penurunan tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten 

Bangka Tengah adalah sebagai berikut : 

a. Faktor Internal yaitu : 

(I) komunikasi implementor (para pelaksana kebijakan) dengan target 

group (sasaran kebijakan) masih sulit dilakukan mengingat masyarakat 

itu sendiri terlalu apatis atau kurang perduli dcngan sosialisasi yang 

dilakukan. Selain itu mereka masih merasa tertutup untuk melaporkan 

kejadian atau musibah yang sedang menimpa keluarga mereka, karena 

mereka malu atau mcmbuka aib bagi keluarga mereka sendiri. 
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(2) Somber daya implementor (para pelaksana kebijakan) masih 

minim/terbatas. 

(3) Anggaran yang masih minim menimbulkan pelaksanaan kebijakan 

kabupaten layak anak masih belum maksimal dilaksanakan, terutama 

implementor (para pelaksana kebijakan) pada tingkat bawah yang 

berada di desa ataupun kelurahan. 

(4) Belum adanya SOP (standar operational prosedur) yang jelas terkait 

dengan teknis pengaduan masyarakat terhadap tindakan kekerasan 

seksual pada anak maupun kekerasan dalam rumah tangga. 

b. Faktor Ekstemal yaitu: 

( 1) Hadimya teknologi infonnasi yang canggih seperti handphone ban yak 

disalahgunakan oleh anak-anak, sehingga lebih banyak menimbulkan 

masalah negatif(mudhorat) dari pada manfaaatnya. 

(2) Kurangnya kepedulian orang tua dalam menjaga dan mengawasi anak­

anaknya dalam pergaulan di lingkungan sekitamya. sehingga banyak 

pelaku kejahatan seksual memanfaatkan kelengahan pengawasan orang 

tua untuk melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak. 
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B. Saran 

Implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya penurunan 

tindak kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bangka Tengah sangat perlu 

ditingkatkan dengan Jebih baik . Untuk itu saran yang dapat disampaikan dalam 

penelitian ini untuk Kabupaten Bangka Tengah sebagai kabupaten yang sudah 

mengikrarkan deklarasi menuju KLA adalah sebagai berikut : 

1. Menyiapkan sumber daya manusia pengelola yang berkompeten serta memiliki 

integritas yang tinggi terhadap perubahan yang diinginkan ke arah yang lebih 

baik; 

2. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah juga harus mendukung dari sisi 

anggaran agar pelaksanaan KLA dapat beljalan dengan baik; 

3. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah harus menyediakan tempat ataupun 

sarana pengaduan yang jelas agar masyarakat ataupun korban tindak kekerasan 

seksual ataupun kekerasan dalam rumah tangga dapat mengadu dan sebagai 

tempat konseling bagi para korban; 

4. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah harus membuat SOP (standar 

operational prosedur) yang jelas mengenai teknis pelaksanaan kebijakan 

kabupaten layak anak dan teknis pengaduan masalah tindak kek.erasan seksual 

pada anak dan kekernsan dalam rumah tangga; 

5. Melakukan sosialisasi secarn rutin dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama 

antara lain dalarn kegiatan magrib mengaji dan forum-forum lainnya; 

6. Melaksanakan seminar parenting tentang pola asuh kepada orang tua agar 

peduli dan tahu tentang perkembangn anak; 
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7. Memberikan pemahaman tentang teknologi informasi yang sedang 

berkembang saat ini agar para orang tua mengerti dan paham akan bahaya 

pengaruh budaya dari luar yang masuk melalui media elektronik. 

8. Implementasi kebijakan tidak harus bersumber dari atas (top down), namun 

juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan nilai yang dianut oleh 

implementor (bottom up) sebagaimana yang diungkapkan oleh Goggin dkk 

(1990) yang membedakan implementasi ke dalam tiga generasi. Generasi 

pertama yaitu yang melihat implementasi sebagai suatu bentuk pelaksanaan 

yang bersifat top down; generasi kedua, merupakan kebalikannya bersifat 

bottom up dimana desain program/ kebijakan harus mempertimbangkan 

kebutuhan dan nilai yang dianut oleh implementor; dan generasi ketiga, pusat 

perhatian diarahkan pada desain kebijakan dan jaringan kebijakan serta 

implikasinya pada pelaksanaan dan keberhasilannya. 

9. Memperhatikan konsep adoption dan integration dalam sosiologi Talcot 

Parson dalam Wirawan (2011 :46), maka untuk meningkatkan komitmen 

masyarakat terhadap KLA, perlu mengikutsertakan perwakilan masyarakat 

secara aktif dalam proses penyusunan materi sosialisasi maupun kebijakan 

terkait melalui focus group discusion yang berkelanjutan sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan masyarakat. 
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LAMPIRAN I 

PEDOMAN WA WANCARA 

Dalam Tesis ini, peneliti membuat pedoman wawancara berupa 

pertanyaan dan akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara 

dilakukan tcrhadap inforrnan, sehingga diharapkan perolehan informasi yang 

didapatkan Jengkap, aktual dan akurat. Pedoman wawancara dibuat merujuk pada 

teori yang peneliti gunakan yaitu teori Edward Ill agar mempermudah peneliti 

untuk menyusun data kedalam tema dan memudahkan peneliti dalam 

menganalisis permasalahan penelitian. Adapun pedoman wawancara pada 

penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut : 

KOMUNIKASI 

I. Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam 

mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kab. Bangka 

Tcngah? 

2. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan komunikasi sangat sulit 

dilaksanakan dalam mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak? 

SUMBERDAYA 

1. Sejauh ini apakah somber daya (manusia) yang ada sudah mencukupi untuk 

melasanakan Kebijakan Kabupaten La yak Anak? 

2. Apakah sumber daya (financiai/anggaran) sudah mencukupi dalam 

mengimplcmentasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kab. Bangka 

Tengah? 
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DISPOSJSJ 

I. Apakah sejauh ini sudah ada komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan 

Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangka Tengah ? 

2. Apakah diantara para pelaksana kebijakan mempunyai sikap yang baik dalam 

mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Arlak? 

3. Apakah diantara pelaksana kebijakan mernpunyai sikap dan pandangan yang 

berbeda terhadap pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten 

Bangka Tengah? 

STRUKTUR BIROKRASI 

I. Apak:ah sudah ada SOP mengenai pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak 

Anak di Kabupaten Bangka Tengah? 

2. Apakah sudah ada tempat atau sarana pcngaduan terhadap korban tindak 

kekerasan seksual pada anak demi meniJjtl Kabupaten Layak Artak ? 

3. Apakah pembagian togas sudah jelas dan dimengerti oleh para pelaksana 

kebijakan? 
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LAMPIRAN 2 

TRANSKIP WAWANCARA 

Dalam Tesis ini, peneliti membuat pedoman wawancara berupa 

pertanyaan dan akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara 

dilakukan terhadap informan, sehingga diharapkan perolehan infonnasi yang 

didapatkan lengkap, aktual dan akurat. Pedoman wawancara dibuat merujuk pada 

teori yang peneliti gunakan yaitu teori Edward III agar mempermudah peneliti 

untuk menyusun data kedalam tema dan memudahkan peneliti dalam 

menganalisis pennasalahan penelitian. Adapun pedoman wawancara pada 

penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut : 

KOMUNIKASI 

1. Sejauh mana komunikasi yang telah dilakukan oleh pelaksana kebijakan dalam 

mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kab. Bangka 

Tengah? 

(Kepala DPPKBPPPA Kab. Bangka Tengah) menjelaskan bahwa: 

Kami sela/u melakukan lcomunikasi dengan para pelaksana kebijakan yang 
lain terutama da/am interen /wntor kami sendiri. Selain itu kami juga sering 
berkomunikasi dengan para pelaksana kebijaknn pada tingkat bawah 
terutama yang ada di desa maupun kelurahan baik itu dalam hal sosialisavi 
maupun dalam pengaduan masakah yang sedang tetjadi. 0/eh sebab itu saya 
menilai komunikasi merupa/wn hal yang sangat penting dilakukan dan harus 
inJens dilakukan agar tujuan dan sasaran yang kita inginlcan dapatterwujud. 

(Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah). menjelaskan bahwa: 

Komunikasi yang saya lakukan selama ini dengan OPD yang terlibat dalam 
mengimplementasikan kebijakan kabupaten layak anak sudah cukup baik, 
para opd yang terlibat sangat mendukung kebijakan kabupaten layak anak di 
kabupaten bangka tengah mengingat anak anak zaman sekarang sangat 
mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik.. 0/eh karena itu peran 
kita sebagai pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini dengan melakukan 
berbagai sosialisasi kepadn masyarakat a/can pentingya knb. layak anak 
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FPKDRT (forum pencegahan kekerasan dalam rumah tangga) Desa Sungai 

selan yaitu ibu Sri menjelaskan bahwa : 

Kita sudah me/akukan sosia/isasi kepada masyarakat me/alui kegiatan· 
kegiatan keagamaan seperti pengajian dan lain-lain. Jwmunikasi juga kita 
/akukan dengan orang tua dan Jce/uarga korban kekerasan seksua/ dalam 
membantu memu/ihkan psikis korban agar tidak tetjadi trauma dikemudian 
hari alas kejadian tersebut. Dan komi juga selalu menghimbau kepada 
masyarkat agar segera melaporkan alas kejadian kekerasan seksua/ ataupun 
kekerasan dalam rumah tangga kepada FPKDRT se/aku perpanjangan Iangan 
pemerintah kabupaten dalam membantu menangani masalah kekerasan 
tersebut agar pe/aku dapat diproses secara hukum dan mendapat hukuman 
yang berat alas perbuatan yang dilakukannya. 

2. Apakah ada faktor lain yang menyebabkan komunikasi sangat sulit 

dilak:sanakan dalam mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak? 

(Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah) menjelaskan bahwa: 

Menurut saya rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat 
lchususnya orang tua terhadap pentingnya menjaga dan mengawasi peri/aku 
anak-arulknya merupakan salah suatu faktor yang dapat mempengaruhi 
keberhasilan pe/aksanaan kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten 
Bangka Tengah. Karena tidak semua orang tua yang perdu/i akan masa depan 
anoknya dan mereka beranggapan anak mereka sudah diurusi o/eh guru 
mereka disekolah, jadi mereka berpikir tidak perlu khawatir lagi da/am 
mengawasi dan menjaga anak·anak mereka karena sudah ada guru disekolah 
yang mengawasi. 

(Anggota DPRD Kab. Bangka Tengah) menjelaskan bahwa : 

Menurut saya peran orang tua horus lebih berperan aktif da/am menjaga dan 
mengawasi sikap dan perilaku anak-anaknya. Karena kita ketahui mw~yarakat 
di desa perhotian terhadap anak·anaknya .sangatlah kurang, lcarena mereka 
terlalu sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti berkebun, 
menambang dan Jain.Jain, sehingga hoi tersebut menimbulkan niat dan 
kesempatan bagi pelaku kejahatan predator anak untuk memarifaaatkan 
ke/engahan pengawasan orang tua untuk me/akukan tindak kekerasan 
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(Kepala BAPPELITBANGDA Kab. Bangka Tengab) menjelaskan babwa: 

Masyarakat itu sendiri yang terlalu cuek dan kurang perduli akan pentingnya 
menjaga dan mengawrui sikap serta perilaku analmnya Karena mereka 
beranggapan menjaga dan mendidik anak mereka adalah tugas pemerintah 
dan bukan urusan merelca. 0/eh sebab itu perlu dilakukannya sosia/isasi 
secara intem kepada masyaralcat a/can program yang ldta gadang-gadangkan 
jangan sampai pemerintah sudah semngat dalam menjalankan kebijakan 
terse but namun sasaran lcebijakan atau masyarakat kurang mendukung dalam 
pelaksanaannya 

(Kepala DPPKBPPPA Kab. Bangka Tengab) menjelaskan babwa: 

Kesulitan kami dalam melaksanakan kebijalcan kabupaten layak anak adalah 
melakukan komunikmi dengan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa 
program kebijakan yang kami lak.sanakan ada/ah tanggungjawah pemerintah, 
mereka seolah-olah merasa tidak perduli atau cuek dengan program-program 
yang kami sampaikan alas pentingnya mel'ifaga anak mereka dari tindakan­
tindaknn yang menyimpang. Terlebih lagi ke.suliton komi berkomunika.si 
dengan para korban kelreraran .seksual pada anak.. Keluarga mereka merasa 
tertutup akan informasi yang lcami butuhkan, mereka merasa malu 
melaporkan kejadian ter.sebut karena membuka aib bagi keluarga mereka 
padahal pelaku kekerasan haru.s .segera dipro.se.s .secara hukum agar tidak 
tetjadi lagi tindakan kekerason sek.sua/ pada anak., demi mewujudkan 
kabupaten /ayak anak. 

SUMBER llA Y A 

1. Sejauh ini apakah sumber daya (manusia) yang ada sudah mencukupi untuk 

melasanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak? 

(Kepala DPPKBPPPA Kab. Bangka Tengah) menjelaskan bahwa: 

Jumlah sumber daya manu.sia yang kita miliki khususnya dalam menangani 
kasus pengaduan kekerasan seksual pada anok maupun kekerasan dalam 
rumah tangga memang sangat terhatas. Akan tetapi kami beranggapan untuk 
melaksanakan kebijakan tersebuJ tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah 
saja semua stakeholder harus terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut 
baik itu dari legislatif, kepolisian maupun masyarakat. Apabila semua merasa 
terlibat dan merasa perduli ata.s pentingnya kehijakan kabupaten layak anak 
.mya rasa sumber daya monusia yang melalcsanalum kebijakan terse but sudah 
lebih dari cukup. 
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(Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah), menjelaskan bahwa: 

Memang benar jumlah sumber daya manusia yang kita miliki sangat terhatas. 
Namun jangan dijadikan :motu alasan atau penghambat dalam me/aksanakan 
kebijakan tersebut. Hal tersebut tidak bisa hanya dilakukan okh pemerintah 
saja semua stakeholder horus terlibat da/am pelaksanaan lcebijakan tersebut 
baik itu dari legislatif, kepolisian maupun masyarakat. Apabila semua merasa 
terlibal dan merasa perduli alas pentingnya kebijalum kabupaten layak anak 
saya rasa sumber daya manusia tidak dijadikan suatu masalah dalam 
mengimplementasikan kehijakan KLA. 

(Kepala DPPKBPPPA Kab. Bangka Tengah) menjelaskan bahwa: 

jumlah sumber daya manusia yang kita miliki memang terbatas. Tetapi komi 
tetap herusaha sekuat dan semampu kami dalam melaksanakan kebijakan 
kabupoten layak ana/c. 

2. Apakah somber daya (financiallanggaran) sudah mencukupi dalam 

mengimplementasikan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kab. Bangka 

Tengah? 

(Anggota DPRD Kab. Bangka Tengah, Jbu Nunung) menjelaskan bahwa: 

Kami sangat mendukung kebijakan kabupaten layak anak ini, dalam 
pemhahasan anggaran saya tero/ama sangal mendukung dalam hal ini, 
walaupun anggaran yang kita mi/iki sangatterbata<; akan tetapi sangat penting 
untuk dianggarkan agar proses pelahanaannya dapat terwujud Oleh sebab 
itu kebijaknn kahupaten layak. anak ini merupakan program yang sangat 
penling untuk dilakukan, mengingat zaman sekarang analc-anak kita sudah 
hanyak yang terjeromus pada perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti 
narlwba. seks bebas dan lain-lain. Oleh karena itu peran pemerintah dan 
semua pihak sangat dibutuhkan dalam menekan tindak kekerasan pada anak 
yang akhir-akhir ini sering terjadi. 

(Kepala BAPPELITBANGDA Kab. Bangka Tengah) menjelaskan bahwa : 

Kebijakan Kabupaten layak anak meropakan program priori/as kita dalam 
membangun daerah untuk menjadi lebih baik. Terkait dengan anggaran kita 
sudah mengganggarkan terkait dengan kebijakan kabupaten layak anak dan 
sebagian sudah kita mavukkan kedalam anggaran beberapa OPD yang 
berkaitan dengan adanya program kebijakan kabupaten layak anak. 
Sehubungan dengan anggaran yang kita miliki sangat terbatas, soya 
menghimbau kepada rekan-rekan OPD yang terlibat dalam pelaksanaan 
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kebijakan kabupaten layak anak agar memanfaatkan semaksimal mungkin 
anggaran tersebut agar dapat menghaYilkan haYil dan manfaat yang lebih 
banyalc. 

(Ttokoh masyarakat dan selaku ketua FPKDRT) Desa Sungai selan yang 

mengatakan bahwa : 

Kami sangat membutuhkan anggaran dalam melaksanakan kebijak.an ini, 
terutama biaya transportasi dan malum minum komi dalam melakukan 
sosia/isasi kepada maryarakat akan pentingnya peran keluarga dalam 
menjaga dan mengawasi anak dari perilaku dan perbuatan yang menyimpang. 
Selama ini kami mengeluarkan biaya sendiri karena komi merasa peduli akan 
penlingnya mewujudkan kabupaten layak ana/c. Komi sangat berharap 
mendapat bantuan anggaran yang cu/cup dalam membantu kami mensukses 
kebijakan kabupaten layak anak dalam upaya menurunkan tindak kekerasan 
pada anak 

DISPOSISI 

I. Apakah sejauh ini sudah ada komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan 

Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bangka Tengah? 

(Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah) menjelaskan bahwa: 

Komi mempunyai komitmen yang sangat tinggi dalam mewujudkan kabupaten 
layak anak ini, salah satu langkah nyata alas komitmen komi adalah 
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bersama dengan Dewan Penvakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Ielah menerbitkan regulasi tentangperlindungan anak 
yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan Ana/c. 
Kemudian juga dibuat Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Kehijakan Kabupaten Layak Anak yang sebelumnya Ielah dibuatkan Sural 
Keputusan Bupati Bangka Tengah Nomor 188.451407/BKKBD dan PPPA 
/2015 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten layak 
Anak. 

(Kepala BAPPELITBANGDA Kab. Bangka Tengah) menjelaskan bahwa: 

Kami mempunyai komitmen yang sangaJ kuat dalam mewujudkan kahupaten 
layak anak, walaupun dengan anggaran yang terbatas Jetapi komi semua OPD 
yakin dan percaya bahwa Kabupaten Bangka Tengah, layak untuk dijadikan 
Kabupaten layak anak. 
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(Anggota DPRD Kab. Bangka Tengah, lbu Nunung) menjelaskan bahwa: 

Kami sangat mendukung kebijakan kabupaten /ayak anak ini, artinya 
komitmen kami sangat kuat terotama sangat mendukung do/am pembahasan 
anggaran, walaupun anggaran yang kita miliki sangat terbatas akan tetapi 
sangat penting untuk dianggarkan agar proses pelaksanaannya dapat 
terwujud 

STRUKTUR BIROKRASI 

I. Apakah sudah ada SOP mengenai pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak 

Anak di Kabupaten Bangka Tengah ? 

(KepalaDPPKBPPPA Kab. Bangka Tengab) menjelaskan babwa: 

SOP (standard operating procedures) yangjelas mengenai teknis pelaksanaan 
kegiatan ataupun teknis pengaduan masalah apabila terjadi lindak kekerasan 
seksual pada anak memang belum ada, tetapi akan segera komi buat dan 
dibahas secara bersama-sama dengan tim. 

2. Apakah sudah ada tempat atau sarana pengaduan terhadap korban tindak 

kekerasan seksual pada anak demi menuju Kabupaten Layak Anak? 

(Kepala DPPKBPPPA Kab. Bangka Tengah) menjelaskan bahwa: 

Untuk tempal otau sarona pengoduan terhadnp lwrban tindok kekerasan 
seksual, kami Ielah bekerjo soma dengan FPKDRT yang ada di deso-desa 
untuk melakukan sosialisasi terlwit dengan kabupaten layak anak dan tempat 
pengaduan opabilo terjadi tindak kekerasan seksual pada anak. Kami juga 
bekerja soma dengan pihak kepolisian selak.u aparat penegak hukum 

(Ttokoh masyarakat dan selaku ketua FPKDRT sctiap desa) menerangkan 

dengan pendapat yang sama, bahwa : 

Untuk tempat atau sarona pengaduan terhadnp korban tindak kekerasan 
seksual komi Ielah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa untuk 
mengadu kepado kami selaku anggota FPKDRT apabila teljadi tindak 
kekerasan tersebut. Selanjutnya komi akan melaporkan kepada pemerintah 
kab. Bangka tengah se/aku leading sector dan aparal kepolisian, sehingga 
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pe/aku tindak kekerasan dapat segera ditangkap dan diproses sesuai dengan 
aturan hokum yang berlalw. 

3. Apakah pembagian tugas sudah jelas dan dimengerti oleh para pelaksana 

kebijakan? 

(Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah) menjelaskan bahwa: 

Saya rasa setiap Tim ataupun OPD terkait yang terlibat dalam pelaksanaan 
kebijakon kobupaten layaA anak ini, sudah mengetahui tupoksinya masing­
masing. Karena kita sela/u membahos dalam agenda rapat, apa-apa soja yang 
horus dilakukon dan dikerjakon dalam mempersiapkon Kabupaten Layak anak. 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JMPLEMENTASJ 

KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN BANGKA 

TENGAH 

Infonnan 1 (Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah) mengatakan bahwa : 

Menurut soya rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakot 
Jchususnya orang /ua lerhadap penlingnya menjaga dan mengawasi perilaku 
anak-anaknya merupakon salah suatu faktor yang dapat mempengaruhi 
keberhasilan pelaksanaan kebijakon kobupaten layak. anak di Kabupaten 
Bangko Tengah. Karena tidak semua orang tua yang perduli akan masa 
depan anaknya dan merelw beranggapan anak mereko sudah diurusi oleh 
guru mereka disekolah, jadi mereko berpikir tidak perlu khawatir lagi dalam 
mengawasi dan menjaga anak-anak mereka karena sudah ada guru diseko/ah 
yang mengawasi. 

lnforrnan 2 (Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah) mengatakan bahwa: 

Menurot saya peran orang tua harus lebih berperan alaif dalam menjaga dan 
mengawasi sikop dan perilaku anak-anaknya. Karena k.ita ketahui 
masyarakot di desa perhatian terhadap anak-anaknya sangatlah kurang, 
korena mereko terlalu sibuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti 
berkebun, menambang dan lain-lain, sehingga ha/tersebuJ menimbulkon niat 
dan kesempatan bagi pelalcu kejahatan predator anak untuk memanfaaatkan 
kelengahan pengawasan orang tua untuk mela/cuJum lindale kekerasan 
seksual pada anak. 
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Informan 3 {Kepala Bappeda Kabupaten Bangka Tengah) mengatakan bahwa: 

Maf)'arakat itu sendiri yang terlalu cuek dan kurang perduli akan pentingnya 
merljaga dan mengawasi sikap serta perilaku anaknnya. Karena mereka 
beranggapan menjaga dan mendidik anak merelw adalah tugas pemerintah 
dan bulwn urusan mereka. 0/eh sebab itu perlu dilakukannya sosia/isasi 
secara intens kepado masyarakat akan program yang kita gadang-gadangkan 
jangan sampai pemerintah sudah semngat dalam menja/ankan kebijakan 
tersebut namun sasaran kebijakan atau maryarakat kurang mendukung 
da/am pelaksanaannya. 

Infonnan 4 (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah) mengatakan 

bahwa: 

Faktor yang mempengaruhi keberhasi/an pe/aksanaan kehijakan kabupaten 
layak anak sa/ah satunya adalah factor lingkungan. Anak-anak yang berada 
di lingkungan kurang baik maka akan terpengaruh kepada hal-hal yang 
kurang baik. 

lnfonnan 5 (Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengab) mengatakan 

bahwa: 

Banyak hal yang mempengaruhi factor keberhasi/an pelaksanaan kebijakan 
kahupaten lauyak anak.menurut saya salah satunya adalah komunikasi. Kita 
se/ama ini sangat kesulitan untuk berkomunikosi kepado masyarakat da/am 
melakukan sosialisasi kebijakan kabupaten layak anak. Mereka seolah~olah 
merasa cuek atau kurang perduli dengan kehijalwn tersebut. Selain itu 
minimnya anggaran juga mempengaruhi keberhasUan pelaksanaan kehijakan 
tersebut. Karena tanpa didukung anggaran yang memadai mustahil tujuan 
yang diinginkan dapattercapai dengan baik 

Jnforman 6 (tokoh masyarakat selaku anggota FPKDRT) mengatakan bahwa : 

Kurangnya maksimalnya pelaksanaan kebijakan kabupaten layak anak salah 
satunya adalah tidak adanya anggaran. Komi selama ini melakukan 
sosiolisasi kepada masyarakat dengan menggunakan hiaya swadaya sendiri. 
Dengan keterhatasan anggaran yang lcami punya menyebabkan pelalcsanaan 
kebijakan tersebut komi rasa kurang maksimal. 0/eh karena itu kami sangat 
mngharapkan untuk kedepannya agar kami dapat dibantu dalam sisi 
anggaran agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan 
maksimal serta diperoleh manfaal yang besar bagi masyarakal. 
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Se/ain itu sarona dan prasaran yang kurang memadai menyebabkan 
sosia/isasi yang kami laksanalum kurang menyentuh ke lini terbawah dalam 
artian kata masyarakat desa terpencil sangat sulit untulc kami temui 
mengingat lwndisi geografis wilayah yang ada di wilayah kami sangatlah 
/uas. 

Informan 7 (tokoh pemuda Desa Namang) bapak Darwin mengatakan bahwa: 

Dengan adanya tekno/ogi infonnasi yang canggih serta berkembang pesat 
sekarang ini seperti handpone don lain-lain, anak-anak zaman sekarang 
banyak yang salah dalam menggunakannya. Banyak didalam handpone 
mereka berisi video yang berkontens pornografi ataupun foto-foto yang 
kurang senonoh. Hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak 
keterasan seksual kepada tUillk akibat dari penyalahgunaan teknologi 
informasi. 0/eh karena itu pengawasan dari orang tua dan keluorga sangat 
dibutuhkan agar dapat terhindar dari perbuatan serta perilaku anak yang 
menyimpang. 
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GAMBAR WAWANCARA 

Wawancara bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah 

Drs. Sugianto, M.Si 
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Wawancara bersama Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah 

Diwakili Kabid Perlindungan Anak Abdul Kadir, S.AP 

Wawancara bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah 

Drs. Iskandar 
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Wawancara bersama Kepala BAPPEliTBANGDA Kabupaten Bangka Tengah 

Achmad Sarifullah Nizam, SE.,M.AP 
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Wawanca ra bersama Tokoh Masyarakat dan Ketua FPKDRT Sungai Selan 

lbu Sri Subekti 
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Wawancara bersama Tokoh Pemuda Desa Namang 

Bapak Darwin 
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Wawancara bersama Ketua Komisi Ill DPRD Kabupaten Bangka Tengah 

Hj. Nur Hazanah ( lbu Nunung) 
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BUPATI BANGKA TENGAH 
PROVlNSl KEPULAUAN BANGKA BEL!TUNG 

PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH 
NOMOR '''7 TAHUN 2016 

TENTANG 

KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK 

DENGAN RAHMJ\T TUHAN 'i ANG MAHA ESA 

BUPATI BANGI<A TENGAH, 

LAMPIRAN 4 

Menimbang:; a. bahwa setiap Anak mempunyai hak hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secata w~ar sesuai dengan 
harkat dan martabnt :k~Jmanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekf:ra~an dan diskriminasi; 

Mengingat 

b. bahwa untuk menjrunin terpenuhinya hak: anak diperlukan 
upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintahfPemerintah 
Daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui 
pengembangan Kabupaten Layak Anak; 

c. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif untuk mewujudkan 
pembangunan dengan mcngnrusutamalaul hak-hak nnak 
melah..1i pengintegrasinn program kesejnhtcraan dan 
perlindungan unak IH: dalam program pcmban,~cmnn 
desn/kelurRhHil, kcc:JIIWI:tn dan Dnc:rah vnnr. f1:x1Hmsif 
tt\rhadup kc:hnllch:lllnlluk; 

d. bahwa berdusl1rl<u11 pcrtirnbungan m•.b•tKuinJEtnu dim11l<ulul 
pada huruf a, huruf b, dan hun.U' C; perlu menetapknn 
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Kabupaten layak Anak; 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentangKesejahteraan 
Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3143); 

2. Undung-Undung Nomor :1 Tuhun 1997 tentang Pengadilan 
Anuk (Lembnrun Newu·o~ Tuhun 1997 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Nt:gara Nomur 31i68); 
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3. Undung-·Undan~ Nornor :w Tolhun 1999 tentnn~ Pt·nw·~:alt;!r! 
ILO Convention No. 138 Concerning Minimum A(Je jur 
Admisision !o Employment {Konvensi ILO mengc:rwi Uni:1 
Minimum untuk diperbolehkan bd<crju) (L1:mbaran Ncg;1rH 
Tnhun 191JC) Nnmor Sfi, Tt•ml,ahart l.cmbnrlln Ncgunt Nottlllf 
3835); 

4. Undang·Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
{L,~mbar:m f\l,·~~ara Rcp11blik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, lanlll;lllotn L<:mlmr:1•1 Ncgara J~epublik Indonesia Nomor 
'10:\:J): 

h Undang·Undang Nornor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nornor 109, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 ten tang Pembentukan 
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4268); 

8. Undang·Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindalt Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4720); 

9. Undang·Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedurt atns 
Undang-Undang Nomor :2.3 Tuhun 2014 tenlorw. 
Pemerinlahnn Daerah {l.crnbamn Negura Hcpublik lnclonc:;i<l 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran Neg:1r<1 
l<epublik Indonesia Nomor ~ifl79); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nornor 165, Tambnhnn Lembaran Negora 
Republik Indmwsio Nnrnor 45~13); 

11. Keputusan l'residt:n Nomor :36 Tuhun 1990 ten tang 
Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi 
tentang Hak-Hak Anak}; 

12. Peraturan Menteri Negara Pernberdayaan Perempuan Nomor 
3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan 
Anak; 

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 
Tnhun 2009 tentanv. Kebijnkan Kabupaten/Kota Layak Anak; 

14. Peraturan Menteri Ncgara Pemberdayann Perempuan dan 
Pt".rlindungan Anak Nocnor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan 
Pengembangan Kabuputcn/Kota Layak Anak; 

15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Organisar:.i dan Tata Keija Lembaga Teknis 
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 
2014 Nomor 198). sebagaimana te1ah diubah dcngan 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 
2014 Nomor 215); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPAT! TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN 
LAYAKANAK. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusnn pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
4. Satuan Kerja Perangkat Dueruh yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupatc:n Bangka Tengah. 

120 

' 

43662.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, t~rmasuk anak yang masih dalam kandungan. 

6. Layak adalah kondi~;i fisik dan non fisik suatu wi!ayah 
dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur 
yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang­
Undang Perlindungan A.nak. 

7. Kabupaten La yak Anak yang selanjutnya disingkat KLA 
adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang 
mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah, 
Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara 
menyeluruh dan berkdanjutan dalam program dan kegiatan 
pemenuhan hak anak. 

B. Kebijakan KLA ndalah pedoman penyelenggaraan 
pembungunan Daerah rnelal1ti pengintegrasian komitmen 
dan sumberduya Pemcrintah, masyarakat dan duniu u~aha 
yang terencana secan-1 mcnycluruh dan berkelanjut<m untuk 
memenuhi h;•), <tn<.dc 

9. DesafKelundmn Lnynk Anak nduluh pr:mbarlJI,UtHIIl 
dc~ajkclizrnln•ll YII•IJ: Jncnynl•dlHII lwJJiitmcn dJtll 
:\umbcrduyu J••:tllt;ri•tl:uh dt:sa/kduz••hOII ynng mt:/ibJltlwJJ 
masyarakat dan dunia usaha yang bcrada di desafkelurahan 
dalarn rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan 
menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar 
dan berkelanjutan. 

10. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD 
KLA adalah dokumen rencana yang memuat 
programfkegiatan secara terintegrasi dan terukur yang 
dilakukan olch Satuan Kcrjn Perangkat Daerah dalamjangka 
waktu tertenlu, scbagni instrumen dalam mewujudkan KLA. 

II. R1~nc:nna Ak:->i l(c,·nm<•lrtrt, DesafKelurahan Layak Anak 
adrliuh dolwmen n~nctlltrt yang nwmuat programfkegiatan 
sccara tcrintcgm~i dun terukur yang disusun oleh 
Keeumatan, dcsa/kclttr.<Jhan dalam jangka waktu tertentu 
sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan dan 
DesajKelurahan Layak Anak. 

12. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat 
Kabupaten yang mcngkoordinasikan kebijakan, program dan 
kegiatan untuk mewujudkan KLA. 

13.Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur 
dan memberikan nilai t~rhadap Pemerintah Daerah dalam 
mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya 
Kabupaten Layak Anak. 

BAB II 
PFUNSIP DAN TUJUAN 

l-'a::;al 2 

Prinsip Kebijakan KL!\: 
a. non diskriminnsi yaitu tidak mcmbedakan suku, ras, agama, 

jenis kelamin, baha~;a, paham politik, nsal kebangsaan, 
status ekonomi, lmndisi fisik maupun psikis anak atau 
faktor lainnya; 
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b. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang 
paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam 
setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, desa/kelurahan dan 
lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak 
langsung dengan anak; 

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan 
Anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup 
dan perkembangan anak semaksimal mungkin yang 
dilindungi oleh negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, 
keluarga, orang tua; dan 

d. penghargaan terhadap pendapat Anak yaitu penghormatan 
atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan 
pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika 
menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan Anak. 

Pasal3 

Tujuan Kebijakan KLA adalah: 
a. meningkatkan komitrnen Pemerintah Daerah, kecamatan, 

desajkelurahan, masyarakat dan dunia usaha di wilayah 
Daerah dalam upaya mcw1Jjudkan pembangunen yang 
peduli terhadap anal{ serta memenuhi hak:-hak anak sesuui 
dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; 

b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya mrmusin, 
keuangan, sarona, pru:saruna, yang ada pacta Pemerintah 
Daerah, kecamatan, de~ajkclurahan dan masyarakat eli 
wilayah Dacrah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak 
anak; dan 

c. mengimplerru~nhlsiknn kebijakan perlindungan dun 
pemenuhun huk Anult mf!lului pr~rLIIIIIJSun strategl dun 
perencanaan pcmbungunun Duerah Hecora menyeluruh dan 
berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA. 

BAB Ill 
RUANG L!NGKUP DAN SASARAN 

J~unng Lingkup Kt~hijakun 1\J.A: 
n. pr~mbangunun di dalmn lima klaster huk Anak yaitu: 

1. lclaster hak sipil dan kebebasan; 
2. klaster hak lingkuugan keluarga dan pengasuhan 

alternative; 
3. klaster hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; 
4. klaster hak pendidikan pemanfaatan wak:tu luang dan 

kegiatan budaya; dan 
5. klaster perlindungan khusus yang secara langsung 

maupun tidak langsung berhubungan dengan 
implementasi pemenuhan hak-hak anak. 
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b. aspek pembiayaan, sumbe1· daya, pengawasan, 
pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan 
Anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah. 

Pasal5 

( 1) Sasaran Kebijalcan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran 
akhir. 

(2) Snsnran antara sebagaimana dimaksud pada nyat (1) 
meliputi: 
a. lembaga eksekutif fperangkat Daera.h terkait); 
b. lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemexintahan Daerah; 
c. lembaga yudikat:if/p(:radilan); 
d. organisasi non pemerintah; 
e. dunia usa.ha; dan 
f. masyarakat. 

{3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
keluarga dan Anak. 

Pasal6 

(1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan Anak 
yang merupak::m salah satu bagian urusan wajib Pemerintah 
Daerah, yang hruus terintegrasi dalam perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, pemantaunn, dan evaluasi atas 
kebijakan program kegia.tan di masing-masing SKPD terkait. 

(2) Pemerintah Daera.h bertanggung 
pelaksanaan KLA dan melakukan 
memfasilitasi pelaksanaan KI..A 
desajkelurahan. 

13AI31V 

Baglan Kesatu 
Gugu:-; Tugus KLA 

ju,wab terhadap 
koordinasi dan 

di kecannatan, 

(1) Dalam rangka efektifttas pelaksanaan kebijakan KLA 
dibentuk Gugm; Tugas KLA yang ditetapkan lebih lanjut 
dengan Keputusan Bupati. 
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(2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
beranggotakan dari unsur eksekutifjperangkat Daerah 
terkait, lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah, yudikatifjperadilan 
yang membidangi anak, perguru.an tinggi, organisasi non 
pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga 
swadaya masynrakat dan dunia usaha. 

(.!) GtJJ.,'l.ls Tuwm Kl .. A dihHmi oleh Kepala perangkat Daerah 
yung mcmhiclun~~i pi~rcn.:arwan Dacrah dan Sekretaris Gugus 
1'ug11H KLA oleh Krpnl<1 pc.rangkal J)aerah mcmbidangi 
perlindungUJI Anak. 

(4) Untuk membantu kelnncaran pelak:sanaan Gugus T'ugas 
KLA, dibantu sekretariat tetap yang bertugas memberikan 
dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA 
yang berkedudukan di perangkat Daerah membidangi 
perlindungan Anak. 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok Gugus Tugas KLA 

Pasal8 

Tuga.s Pokok Gugus Tugas KLA: 
a. rnerurnuskan dan menyusun kebijakan KLA; 
b. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan 

pengembangan KLA; 
c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas 

KLA; 
d. rnenentukan fokus dan prioritas programfkegiatan untuk 

rnewujudkan KLA; 
e. rnenyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang 

rnemuat program{kegiatan secara terintegrasi dan teru.kur 
dalam jangka waktu tertcntu dan mekanisme kerja; 

f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi infonnasi dan 
edukasi kebijakan KLA; 

g. rnernberikan asistem•i dan pendampingan kepada 
kecamatan, dcsa/ke1uruhun yung mcnjudi pilot project 
pelaksanaan KLA; 

h. menyiapkan naskah akodemik peraturan Daerah dan/atau 
Peraturan Bupati t<:ntang Pcrlindungnn Anak; 

1. rnelakukan monitoring, cvnluasi dnn pclnporan tcdmdnp 
implernentasi ]{(~bij~llwn. KLA di tingkut Dm:mh, kccumn1Pn 
dan dcsajkch1rnhnn ynnr, mcn.iadi pilot project ~esuai rlt'ngnn 
1·cncana al<si ym1g nda; d:w 

J. rnembuat iflpOI'IIfl k•:podll f3upnti. 
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Bagian Ketiga 
RAD KLA 

Pa~nl 9 

( 1) Pelak~anaan Kebijalcan I< LA disusnn dalam HAD !<LA y~n~~ 
berlaku mulai tahun 2016-2021. 

(2} RAD KLA sebagaimu.nu. dimaksud pada ayat (1), menjabnrkon 
dan mengimplementmlilcan lndikntor KLA yang meliputi 
pcnguatan keh~mbugmm dnu 5 {limn) lcl\16ter hnk annk. 

Bagian Keempat 
Pelaksanaan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak 

Pasal 10 

(l) Kecamatan bcrtanggung jnwnb melaksanakan kaardinasi, 
fasilitnsi clan medinsi dcngnn Gugus Tugas KLA kecamatan 
rlHiaiTI mnv11jtullwn k<!t'.tllt~li:HL Layak Anak. 

(2) Pelru:rintal I u~:;uj' ]{t;l:.lrahan bertanggung jawab 
nu:luksanakan kaordiuusi, fasilitasi dan mediasi dengan 
Ougus Tugns KL/\ kccamatan dalam m~udkan 
Desa/Kelurahan La yak Anak. 

(3) Dalam rangka mewujudkun lcecamatan dan DesajKelurahan 
La.yak Anak, kecamatan/ desajkelurahan menyusun 
Rencana Aksi Kecamntan, De sa/ Kelurahan La yak Anak 
unruk sampai tahun 2021. 

(4) Materi Rencana Aksi kecamatan, Desa/Kelurahan Layak 
Anak meliputi: 
a. penelaahan kebutuhan kecamatan, desa/kelurahan; 
b. harmonisasi kebijakan perlindungan Anak; 
c. pelayanan di masyarakat yang diberikan untuk Anak 

sesuai dengan 5 {lima ) kluster hak Anak; dan 
d. perumusan rencana aksi Uesa ditctapkan dengan 

peraturan kepala desa. 

BABV 
PENILAIAN DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 
Penila.ian Kcberhasilan KLA 

Pasal ll 

(1) Untuk menilai kcberha~ilnn pe!aksanaan kecamat::m Layal< 
Anak yang mcnggunakan sistcm penilainn KLA berdasnrk:m 
Indikator yang ditetapkan. 
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(2) Penilaian sebagaimana dima.ksud pada ayat {1) dilakuk:an 
oleh Tim Evaluasi KLA tingkat Daerah untuk melakukan 
penilaian/ evaluasi kecamatan Layak Anal{, 

(3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1} 
menggunakan Indikator kecamatan dan Desa/Kelurahan 
Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 
(lima) kluster hak Anak. 

(4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) 
ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

Bagian Kedua 
Pelaporan dan Pcrtanggungja.waban 

Pasal 12 

{1) Gugus 1'ugas KLA menyampuikan pelnporan hasil penilaian 
keberhasilan KLA Tingkat kecamatan, desajkelurahan serta 
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kcpada 
Bupati. 

(2) SeJW1jutnya llt1pnti nl<m• mdaporlmn pduksuna1lll KI..J\ 
secara berjcnjang lwpadu Gubernur Kepuluuan Bangku 
Belitung, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. 

BABVI 
PE:MBIAYAAN 

Pnsal 13 

llltlYU penyelcnggaraan Kcbijakan KLA dibebankan pada 
dol<umen pelaksnnaan anggaran SKPD terkait yang tergabung 
dalnrn Gugus Tugas KLA Hctiap tahunnya serta sumber dana 
luin yang sah. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai herla!ru pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangk:a Tengah. 

Diundangkan di Koba 
pada tangg:al .-,~; · ";:tc'(l'li:-<·~· 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA TENGAH, 

su 

Ditetapkan di Koba 
pada tanggal 2c ':,o:-)h:.Tl c.r 2016 

BUPATI BANGKA TEN AH, 

2016 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2016 NOM OR ')~·.-:· 
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Nama 
Nim 

: SUSANTI 
: 500629905 

Tanggal Ujian : 15 MARET 2018 

No Penguji 

1. Dr. Ir. Agus Maulana, MsM 

2. Prof. Dr. Bustami Rachman, M.Sc 

PERBAIKAN UJIAN SIDANG TAPM 

Yang Harus diperbaiki Hasil Perbaikan 

1. Perbup tentang KLA harus dijelaskan dan 1ampirkan; Sudah dilakukan perbaikan 
2. Apakah ingin membahas semua perbup tentang KLA atau hanya pasal-pasal sesuai araban pengnji. 

yang berkaitan langsung dengan kekerasan seksua1 pada anak; 
3. Tabel tindak kekerasan dibuat satu label sehingga mudah dimengerti oleh si 

pembaca; 
4. Lebih dijelaskan pengguoaan grand teori, middle teori dan operational teori; 
5. Tidak usab pakai optimal (pada sanm); 
6. Bagaimana cara ibu mengolah data dari basil wawancara; 
7. Sampaikan dan 1ampirkan transkrip basil wawancara termasuk foto 

wawancara; 

I. Analisis kualitatif tidak hanya sebatas menjelaskan, akan tetapi barus Sudah dilakukan perbaikan 

menjelaskan 1ebih mendalam; sesuai araban pengnji. 
2. Perbaiki sesuai dengan arahan serta masukan dari tim penguji. 
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